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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, Good Governance oleh UNDP dipahami sebagai
implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen
berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Merujuk pada
konsepsi tersebut, Good Governance memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif,
partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu
mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama Good
Governance adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam
penyelesaian berbagai persoalan publik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol perlu
ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan
absolut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan
akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung
jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku atau budaya kerjanya
(Novi Arinda Kusumawati, 2014:35).

Terwujudnya suatu tata kepemerintahan yang baik merupakan harapan semua
pihak. Upaya untuk mewujudkan good governance tersebut telah dituangkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun
1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor

28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilita Kinerja
Instansi Pemerintah.

Pembangunan suatu sistem Pemerintahan yang layak dipengaruhi oleh banyak
faktor, antara lain Pemerintahan yang layak harus didasari oleh Birokrasi yang
profesional. Birokrasi yang profesional adalah suatu pemerintahan yang bersih,
transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab. Dalam era globalisasi ini tuntutan
terhadap paradigma good goverenance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata
ekonomi, politik dan sosial yang baik. Jika kondisi good goverenance dapat dicapai
maka terwujudnya negara yang bersih responsif semaraknya masyarakat sipil dan
kehidupan bisnis yang bertanggung (Aldilah Ambar Kusuma, 2013:43).

Untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang profesional serta memahami
tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal
agar penyelenggaraan Pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu
diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap
penyelenggara Negara dan Pemerintahan (Aldilah Ambar Kusuma, 2013:45).

Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap Good
Governance dalam kaitan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor publik,
adalah pervasifnya korupsi yang cenderung menjadi karakter tipikal yang melekat.

Bahkan di beberapa negara terbukti bahwa budaya korupsi telah begitu melekat di
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